KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 22 /Kpts/KPU-Prov-003/2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA BARAT NOMOR 06/Kpts/KPU-Prov-003/2010 TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang Coa.

Berita Acara Nomor 21/BA/111/2010

bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf a dan
huruf ¢ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007
tentang Penyelenggara Pemilihan  Umum,
memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi
Pemilihan Umum Provinsi untuk merencanakan
Program, Anggaran, dan Jadwal Pemilihan Umum
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera
Barat;

bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009
tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program,
dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah memerintahkan kepada
Komisi  Pemilihan  Umum  provinsi  untuk
menetapkan Tahapan, Program, dan Jadwal
penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan
Wakil Gubernur;

bahwa beberapa ketentuan dalam Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat



Mengingat o 1.

Berita Acara Nomor 21/BA/111/2010

Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang
Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumatera Barat Tahun 2010 perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum  Provinsi Sumatera Barat tentang
Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum  Provinsi Sumatera Barat Nomor
06/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tahapan,
Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun
2010 .

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4316);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);



Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4721);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005
tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan
dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49
Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005
tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan
dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4865);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
57 Tahun 2009;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62
Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan
Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sumatera Barat Nomor 06/KPU-Prov-003/2010
tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan
Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010.

Memperhatikan . Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sumatera Barat tanggal 1 Maret 2010.

Berita Acara Nomor 21/BA/111/2010



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA BARAT NOMOR 06/Kpts/KPU-Prov-
003/2010 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA
BARAT TAHUN 2010

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sumatera Barat Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tahapan,
Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan
Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 huruf a angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7,
dan angka 8 diubah, sehingga Pasal 7 huruf a berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Kegiatan Tahap Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf b meliputi:
a. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih:

1.

2.

3.

ok

©oxo~NOo

10.

Penerimaan daftar potensi pemilih untuk Pemilu Gubernur dan

Wakil Kepala dari pemerintah daerah;

Penyampaian Daftar Pemilih Sementara oleh KPU

Kabupaten/Kota dan ke PPS melalui PPK;

Pemutakhiran data pemilih;

1). Pencocokan dan penelitian daftar pemilih;

2). Pengesahan dan pengumuman daftar pemilih sementara
(DPS);

3). Perbaikan daftar pemilih sementara berdasarkan informasi
dan masukan masyarakat;

4). Koreksi dan perbaikan daftar pemilih sementara,
pencatatan pemilih baru dan daftar pemilih perubahan dan
pengesahan daftar pemilih tetap;

5). Pengesahan dan penetapan daftar pemilih tetap (DPT)
tingkat PPS.

Pengumuman daftar pemilih tetap (DPT);

Penyampaian daftar pemilih sementara, daftar pemilih

perbaikan/tambahan dan daftar pemilih tetap kepada KPU

Kabupaten/Kota melalui PPK dan dikirim secara elektronik

dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU.

Rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) di PPK;

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di KPU Kab/Kota.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di KPU Provinsi.

Penyampaian Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk PPS, Petugas

Pengawas Lapangan dan Saksi Pasangan Calon.

Penyampaian Kartu Pemilih.

Berita Acara Nomor 21/BA/111/2010



2. Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-
003/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun
2010, Sub Bagian a. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar
pemilih diubah sehingga berbunyi sebagaimana terlampir dalam
Keputusan ini.

Pasal Il
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 1 Maret 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua,

Ttd
MARZUL VERI
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

Berita Acara Nomor 21/BA/111/2010



